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MOTTO

Artinya : Ya’qub Bin Ibrahim = Abdur Rahman Bin Mahdiy = Hammad Bin
Salamah = Hammad = Ibrahim = Aswadi = Aisyah R.A Nabi
bersabda : " Ditigdakan hukumar dari tiga orang, ialah dari anak
l,cecil sampai dia dewasa, dari orang tidur sehingga pangun, dari

orang gila sampai sehat". '

' Al Ustad Bey Arifin, dkk, Terjemahan Sunan Nasa’l, (Semarang: Cy Asy Syifa, Jilid. 11,

1993), hal. 463.
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DAFTAR TRANSLITERASI

HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mempergunakan buku Pedoman
Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543
b/u/1987 yang telah disesuaikan sebagai berikut:

Penyalinan Huruf
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II. Penggunaan Penyalinan Huruf

! A. Tasydid ( )
Dilambangkan dengan huruf yang dikenai tanda Syaddah.
A ditulis sayyid
B. Adat Al Tarif
Kata sandang alif + lam, bila diikuti huruf qamariyah ditulis Al O 1l ditulis Al
Qur'an
A. Penggunaan Huruf Besaar (Kapital)
Pedoman yang berlaku dalam bahasa Indonesia hendaknya digunakan kecuali adat

al ta'rif selalu ditulis dengan huruf kecil.

Contoh : Al Qur'an.

! . IIL. Penerjemahan
Penerjemahan istilah-istilah yang berkenaan dengan cara periwayatan hadist yang
terdapat pada sanad (misal, Haddatsana), dimaksudkan untuk memudahkan mengikuti
arti dari matan (teks) hadits.
IV. Singkatan
" SWT : Subhanahu Wa Taiila
SAW : Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam

KUHP  :Kitab Undang-undang Hukum Pidana

RI : Republik Indonesia
Uu : Undang-undang
No. : Nomor

ix
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di kala masalah-masalah sosial, keluarga, dan kehartabendaan semakin sulit
lama semakin ruwet dan banyak liku-liku yang dipertanggungjawabkan maka pada
undang-undang mencatumkan permulaan usia dewasa jika seseorang sudah dewasa
jika seseorang sudah berusia sembilan belas tahun, dan ada yang mencantumkan dua
puluh satu tahun bagi warga negara. '

Pentingnya dalam menentukan usia dewasa adalah karena kedewasaan
merupakan tolok ukur bahwa seseorang yang telah dewasa ia dipandang telah
mempunyai kemampuan penuh baik dari kemampuan menerima maupun kemampuan
berbuat untuk orang lain dengan penuh tanggung jawab. Di samping itu merupakan
yang telah mencapai usia dewasa sangat diharapkan untuk dapat serta terlibat dalam
menjaga dan memelihara serta mengatur ketertiban kehidupan duniawi dan juga
kebahagian ukhrowi. Mereka juga dituntut dalam pelaksanaan ibadah, memiliki
aqidah yang bersih, serta memiliki ahlak yang mulia dan berbuat baik sebanyak
mungkin kepada sesama manusia dan mahluk lainnya.

Dalam syariat Islam seseorang yang belum dewasa dinamakan belum balig
ialah manusia yang memikul tanggung jawab terhadap beban tugas pelaksanaan

hukum, tetapi karena hukuman ta’zi, Yang dimaksud dengan hukuman ta'z5 ialah

! Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta - Bumi Aksara, Cet. 11, 1992), hal
162. ' T



hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti
dalam hukum had. > Di dalam Islam seorang anak terkena hukuman fa’z# apabila
melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Tak ada tanggung jawab lagi seorang
ayah menfa'zir anaknya dalam rangka mendidiknya. > Itu hanya didasarkan padg
landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada ijma’ (konsensus) berkaitan
dengan hak negara Muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua
perbuatan yang tidak pantas, menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial,
politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.
Misalkan seorang ayah, beliau yang menjatuhkan ta'zi* terhadap anaknya yang masih
kecil dengan tujuan edukatif, dan mencegahnya dari ahlak yang jelek. Menurut
pendapat yang kuat, bahwa sang ibupun boleh berbuat serupa selagi sang anak berada
dalam asuhannya. Dan pula memerintahkan anaknya untuk shalat. Bila membangkang
diperbolehkan sang ibu memukulnya. Dan sang ayah tidak berhak menta'zi anak
yang sudah balig sekalipun anaknya dikategorikan safih (idiot). 4

Berkaitan dengan masalah anak nakal, di mana dalam penjelasan umum tentang
peradilan anak dijelaskan di era perkembangan pembangunan yang cepat, arus
globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta perubahan daya dan cara hidup sebagaian orang tua, telah membawa
perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat

berpengaruh terhadap anak. Terbukti dijumpai adanya penyimpangan perilaku di

? Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Tahapan Islam,
Penterjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dan Kamaludin Nurudin, (Jakarta : PT Gema Insani, 2000), hal.
457.

* Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung : PT Ma'arif, Cet. VIIL, 1996), hal. 156.

* Ibid, hal. 157.



kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan
melanggar hukum, tanpa mengenal status ekonomi dan sosial.

Di samping itu, baik sengaja atau tidak sengaja sering juga anak melakukan
tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat. Dalam
menggulangi berbagai perbuatan tersebut orang tua harus memberi kasih sayang,
asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam mengembangkan sikap, perilaku,
penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua atau wali orang tua asuh. Demi
pertumbuhan mental dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan
perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini
peraturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8
tahun 1981 tentang hukum acara pidana bagi anak yang ditentukan oleh kitab
Undang-undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan 1/2 (satu
perdua) dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan orang dewasa, sedang
penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap
anak. ’

Dalam menghadapi dan menggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak
nakal tersebut, maka lahirlah Undang-undang Peradilan Anak. Dalam Undang-undang
tersebut telah diatur hukuman dan ancaman pidana serta tindakan yang diberlakukan
khusus bagi mereka yang dalam pertumbuhan dirinya ia masih sangat membutuhkan

perhatian, bimbingan dan kasih sayang dari orang tuanya. Karena itu skripsi ini akan

* Anonim, Undang-undang Peradilan Anak Nakal, (Jakarta : PT Sinar Grafika Andi Offset,
2000), hal. 3.




membahas : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak Nakal

(Studi Pasal 23 Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997)".

B. Penegasan Istilah
Agar dapat memahami pembahasan dalam skripsi ini sesuai dengan apa yang
disusun oleh penulis, dan untuk menghindari kesalahpahaman maka kiranya
pembatasan masalah. Karena perbedaan pengertian tentang istilah dapat membawa
perbedaan pengertian.
Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah :
1. Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan. ®
2. Hukum Islam adalah koleksi dari hukum syariat yang berkaitan dengan
perbuatan hukum yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. ’
3. Tindak Pidana sama dengan delik ® adalah perbuatan yang dikenakan
hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. °
4. Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang
melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut
perundang-perundangan maupun menurut peraturan hukum lain dan berlaku

dalam masyarakat yang bersangkutan. 10

¢ Tim Penyusun Ensiklopedi Nasional Indonesia, Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta :
PT Citra Aditya Putra, 1991), hal. 338.

7 Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT Ichtiar
Baru Van Hoeve, 1996), hal. 575.

® Tim Penyusun Ensiklopedi Nasional Indonesia, Ensikiopedi Nasional Indonesia, (Jakarta :
PT. Citra Aditya Putra, 1991), hal. 336.

® Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : PT Balai Pustaka), hal.
193.

' Anonim.Op. Cit. , hal. 3.



5. Undang-undang ini adalah Undang-undang Peradilan Anak tentang pidana

anak nakal Nomor 3 tahun 1997.
Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah: "Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Tindak Pidana Anak Nakal (Studi Pasal 23 Undang-undang Peradilan Anak

Nomor 3 Tahun 1997)".

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah
yang hendak dijadikan interpretasi skripsi ini :

1. Apa kriteria anak dalam Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997
dan menurut Hukum Islam?

2. Bagaimana delik tindak pidana dalam Undang-undang Peradilan Anak Nomor
3 Tahun 1997 dan menurut Hukum Islam?

3. Bagaimana tinjauan hukum mengenai tindak pidana anak nakal dalam
Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 dan menurut Hukum

Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian :
a. Ingin mengetahui kriteria anak dalam Undang-undang Peradilan Anak

Nomor 3 Tahun 1997 dan menurut Hukum Islam.



b. Ingin mengetahui delik tindak pidana dalam Undang-undang Peradilan
Anak Nomor 3 Tahun 1997 dan menurut Hukum Islam.

c. Ingin mengetahui tinjauan hukum mengenai tindak pidana anak nakal
dalam Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 dan menurut
Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian :

a. Mengusahakan diri untuk kelak menjadi orang tua yang bertanggung jawab
dalam mendidik dan membimbing si buah hati belahan jantung untuk
menjadi anak yang sholeh atau sholehah, agar nantinya terhindar dari
perbuatan-perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang bisa diancam pidana.

b. Memberikan tambahan konstribusi pemikiran yang positif dalam khazanah
ilmu pengetahuan tentang tindak pidana anak nakal.

c. Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Kesarjanaan Srata I

Pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

| E. Telaah Pustaka
Tinjauan bahwa Islam adalah suatu syarfah, artinya sebagai suatu hukuman
dan perundang-undangan yang bersumber pada Al Quran dan Sunnah Rasul. Belum
dewasa dalam istilah Islam adalah belum balig, adapun batasanya balig adalah -
1. 9 tahun, bagi pria dan wanita, bila sudah bermimpi "tanda dewasa".

2. Umur 9 tahun bagi wanita, bila sudah datang bulan (heid]).




3. Umur 15 tahun bagi pria dan bagi wanita meskipun belum bermimpi atau
datang bulan (heidi). !
Hukuman yang tepat diberlakukan pada anak yang belum balig adalah hukuman
yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash Al Qur'an atau Sunnah Rasul.
Menurut H. A Djazuli dalam buku "Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan
Dalam Islam)", dijelaskan bahwa hukum had maupun gishds tidak dapat dikenakan
karena masih kecil, karena persyaratan menjatuhkan kad si pelaku harus sudah balig,
sedangkan ta’z# bersifat pendidikaan dan mendidik anak kecil itu boleh. 2 Oleh
karena itu, sebagai hukuman yang dapat dijatuhkan kepada perbuatan maksiat atau
tindak pidana yang dilakukan anak kecil yang paling tepat menurut H. A Djazuli
adalah sanksi fa’zir. Karena hukuman fa’z# hukumnya lebih ringan dari pada
hukuman kad, di samping hukuman ta’zi akan lebih bersifat kemaslahatan. 3
Demikian sedikit uraian mengenai pidana anak dalam hukum Islam. Masalah di
atas akan menjadi lebih jelas ketika membahas secara khusus tentang tindak pidana
anak yang ada dalam hukum Islam, yang memerlukan pembahasan tersendiri.
Berkaitan dengan anak nakal di mana dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-undang
Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tentang Anak Nakal adalah anak yang
melakukan tindak pidana apabila seperti dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 yang berbunyi;
anak yang melakukan tindak pidana bersamaan orang dewasa diajukan ke sidang

anak, sedang orang dewasa diajukan ke sidang orang dewasa, anak yang melakukan

"' M. Said, Sendi Agama, (Bandung : PT Al Ma'arif, Cet. XVI, 1979), hal, 5.

2 A. Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta : PT
RajaGrafindo Persada, Cet. I, 1997), hal. 167.

" Ibid, hal. 169.



tindak pidana bersama-sama dengan anggota bersenjata ABRI ke sidang anak,
sedangkan anggota ABRI diajukan ke Mahkamah Militer. 4

Dalam penjelasan Undang-undang Peradilan Anak dikatakan tindak pidana
berusia 8 tahun sampai 18 tahun dan belum pernah nikah. Undang-undang Peradilan
Anak Nomor 3 Tahun 1997 tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP,
dan membuat sanksi tersendiri. Pidana pokok menurut Undang-undang NO. 3
Tahun 1997 (Pasal 23 Ayat 2) terdiri dari :
1. Pidana Penjara (Maksimum 10 Tahun)
2. Pidana kurungan ;
3. Pidana Denda, atau
4. Pidana Pengawasan.
Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhi hukuman pidana mati, maupun penjara
seumur hidup. Akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal 10 (sepuluh)
tahun. Jenis pidana baru dalam undang-undang ini adalah pidana pengawasan yang
tidak diatur dalam KUHP.
Pidana tambahan bagi anak nakal, dapat berupa :

1. Perampasan barang-barang tertentu, dan atau

2. Pembayaran ganti kerugian. °

Berangkat dari kajian terhadap beberapa literatur di atas secara lebih dalam mengenai
tindak pidana anak nakal dalam tinjauan hukum Islam untuk diperbandingkan dengan

pasal 23 Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 sehingga akan

' Anonim, Undang-undang Peradilan Anak Nakal, (Jakarta : PT Sinar Grafika, Cet. I, 2000),

hal. 5.
15 Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, (Bandung : PT Aditya Bakti, 1997), hal. 24.



diketahui hal-hal yang mana terhadap adanya keselerasan maupun perbedaan

keduanya maupun perbedaan sistem tersebut.

F. Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun penelitian ini
adalah :
1. Jenis Penelitian
Adapun penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah library
research (kepustakaan) yakni jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-
buku kepustakaan. '® Yang digunakan untuk menyeleksi masalah-masalah yang
diangkat menjadi topik masalah.
2. Pendekatan Masalah
Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan
yuridis normatif. Yang dimaksud yuridis normatif atau disebut pula penelitian
doktriner, yakni penelitian yaang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-
peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. '” Yang berkaitan dengan
pokok masalah penyusunan skripsi, yang berlaku di negara Indonesia serta aturan-
aturan yang terdapat dalam hukum Islam.
3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari :

' Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 65
"7 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : PT Sinar Graﬁi(a, 2.000')
hal. 23. ’



1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian
dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung
pada subjek sebagai informasi yang dicari '® yang berkaitan dengan penelitian
ini. Dapat pula diartikan bahwa data primer yaitu data pokok yang tertulis
atau tercatat, yang digunakan sebagai bukti atau keterangan yang syah. Data
primer yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah :

1). Ayat-ayat Al Qur'an yang berhubungan dengan pembahasan.

2). Hadist-hadist yang berhubungan dengan pembahasan skripsi

3). Pasal 23 Undang-undang Peradilan Anak Nakal Nomor 3 Tahun 1997
tentang Tindak Pidana Anak Nakal.

2. Data Skunder
Data skunder yaitu data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak

| lain atau sumber meﬁgutip dari sumber lain. Tidak langsung diperoleh dari
subjek penelitian. ' Yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung

dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Hal ini

yang dimaksudkan sebagai bukti atau keterangan tambahan. Dalam hal inj
yang digunakan antara lain karya-karya ilmiah, jurnal dan lain-lain.
4. Analisis Data
Adapun analisis data yang dipakai dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Deduktif

'® Syaifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : PT Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.
® Ibid, hal. 91.




Deduktif adalah pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang

bersifat umum kemudian disimpulkan dalam arti yang khusus. %

2. Induktif
Induktif adalah pola pemikiran peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian
dari khusus dan konkrit tadi generalisasi yang bersifat umum. 2!

3. Komparasi
Komparasi adalah meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan
situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan

yang lain. %

1G Sistematika Penulisan Skripsi
| Skripsi ini merupakan kesatuan yang utuh, runtut dan sistematis maka dalam
penelitiannya disusun sebagai berikut :
1. Bagian Muka
Dalam bagian ini sebagaimana lazimnya sebuah skripsi akan memuat hal-
hal sebagai berikut; halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing,
halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata
pengantar, dan halaman daftar isi.
2. Bagian Isi Skripsi
Dalam penyusunan skripsi ini digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut;

bab I berupa pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, penegasan

% Sutrisno Hadi, Metodologi Reasech, (Yogyakarta : PT Andi Offset, Jilid. | 1989), hal. 42

21 . ] y . .
Ibid,, hal. 76.

2 Winamo Surahmad, Op. Cit., hal. 143.
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istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode
penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Bab II menjelaskan tinjauan umum
tentang: pengertian anak dalam prespektif hukum positif, pengertian anak dalam
prespektif hukum Islam, pengertian anak nakal dalam perspektif dalam Undang-
undang Peradilan Anak Nomor 3 tahun 1997, kenakalan anak sebagai problema
sosial, dan kecakapan anak dalam bertindak hukum. Bab III menjelaskan téntang
pidana (A) dalam hukum positif yang pembahasannya terdiri atas; Pengertian pidana
anak, macam-macam pidana, dan sanksi atau hukuman. (B) dalam hukum Islam
yang pembahasannya terdiri atas; Pengertian pidana anak, macam-macam pidana
Islam, dan sanksi atau hukuman. Bab IV analisis terhadap Pasal 23 Undang-undang
Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tentang tindak pidana anak nakal dan menurut
hukum Islam yang pembahasannya meliputi; batas usia diberlakukannya sanksi
pidana, pertanggungjawaban pidana, dan macam-macam sanksi. Bab V penutup,
pada bab ini berisi tentang; kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.
3. Bagian Akhir Skripsi
Pada bagian akhir skripsi ini memuat tentang; daftar pustaka, lampiran-lampiran,

dan daftar riwayat hidup penulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak Dalam Perspektif Hukum Positif

"Hukum yang berlaku sekarang dalam suatu negara, disebut hukum positif
atau dengan istilah asing ius constitutum, sebagai lawan dari ius constituendum
yaitu hukum yang dicita-citakan; jadi hukum yang sedang berlaku di Indonesia
dinamakan hukum positif Indonesia". ' "Dengan demikian, hukum positif yang
dimaksud adalah aturan-aturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia; berlaku
berarti, yang memberi akibat hukum bagi peristiwa-peristiwa atau perbuatan-

perbuatan di dalam masyarakat pada saat ini. Sedang di Indonesia menunjukkan

suatu tempat yaitu di dalam Republik Indonesia". 2

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-undang Perkawinan,
sebagaimana dalam Pasal 7 (1) UUPK (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974)
dikatakan, "Seorang pria hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai usia 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas)

tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dispensasi kepada pengadilan

negeri". °

Pengertian anak dalam hukum ketenagakerjaan, sebagaimana terdapat

dalam Pasal 1 (20) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997, didefinisikan

: "Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 (lima

belas) tahun ". *

Sedang KUHP seperti yang dinyatakan dalam pasal 45 KUHP,

mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas)

! Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, Cet.
I, 1999), hal. 3.

* Ibid., hal. |

3 . a L . .

Anonim, Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, Dilengkapi Dengan Kompilasi

Hukum Islam Di Indonesia, (Surabaya : PT Arkola, t. t. ), hal. 8. P 4 PR

* Imam Sjahputra Tunggal dan Ar:nin Widjaja Tunggal, Peraturan Perundang-undangan
Ketenagakerjaan Baru Di Indonesia, Revisi 1999, (Jakarta : Harvarindo, 1999), hal. 4.

13
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tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh

memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya
atau pemeliharanya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan

sesuatu hukuman.’ Ketentuan Pasal 35, 46, 47 KUHP ini sudah dihapuskan

dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. 6

. Pengertian Anak Dalam Prespektif Hukum Islam

Banyak sekali istilah yang dijumpai dalam Islam. Khusus kaitannya
dengan hukum Islam dan ajaran Islam dikenal istilah di antaranya adalah
"syarfah Islmiyyah"dan "Figh Islam". Namun untuk mengetahui mana yang
lebih spesifik yang menunjuk kepada arti hukum Islam, perlu penegasan
pengertian istilah keduanya. Dalam hal ini ada seorang tokoh yang memberikan
pengertian terhadap masing-masing istilah tersebut diatas, yaitu Muhammad °‘Ali
At — Tahanawi dan Al Jurjani.

"Muhammad ‘Ali At Tahanawi dalam kitabnya Kisyaf Ishthihilahat Al —
Funun memberikan pengertian "syarfah” mencakup seluruh aspek ajaran Islam
meliputi  bidang-bidang  ‘aqidah,  ‘ibadah, akhlag dan  muamalat
(kemasyarakatan). Syarfah disebut juga syara, millah dan din.

Al — Jurjani dalam kitabnya At — Ta’rifat memberi pengertian "Figh"
hanya menyangkut hukum-hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan
manusia, yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Figh adalah ilmu yang
diperoleh dengan menggunakan pikiran dan jjtihad.

Dari pengertian-pengertian yang diberikan At — Tahanawi dan Al — Jurjani
itu dapat diperoleh penegasan yang tepat menunjuk kepada pengertian hukum
Islam ialah figh Islam, bukan syariah Isldmiyyah; sebab hukum Islam hanya

3 Mocljanto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta : Bumi Aksara, Cet. XX
1996), hal. 22. ’

¢ Darwin Prints, Hukum Anak Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal.
3.
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merupakan sebagian dari ajaran Islam, atau dengan kata lain figh Islam hanya
merupakan sebagian dari syarfah Islamiyyah". 7

Di dalam Islam mengenai pengertian anak dapat diambil dari 4/ Qur’an

surat An — Nisa ayat 6 yang berbunyi:

4
aq ¢ q’/O/ /?)q)?q);'?/./ 0///:” 7’, /7 “.i, ‘\*/ ?.o .,
P.e.;}\p:\a\u)r@.ﬁw\d}%c /H}al.g\:) ‘;QJ_‘\ |y

Artinya : "Dan ujilah anak yatim sampai mereka cukup umur untuk kawin.
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai
memelihara harta), maka serahkanlah kepada  mereka harta-
hartanya......... w8

Dari ayat tersebut dikatakan agar melatih anak-anak (yatim) untuk
mengurus hartanya sampai anak-anak tersebut mencapai usia balig yang mampu
untuk nikah, dan apabila ternyata mereka sudah cerdas diperintahkan untuk
menyerahkan seluruh hartanya untuk mereka mengurusi sendiri.

Batasan usia anak dianggap sudah dewasa menurut ayat di atas ialah anak
telah memiliki kemampuan sempurna baik secara fisik maupun mental untuk
melakukan nikah, di samping itu anak memiliki kecerdasan (kematangan) dalam
berfikir, sehingga dalam persoalan yang rumit sekalipun ia mampu mengatasinya
seperti dalam mengurus harta miliknya.

Dengan demikian, yang disebut dengan anak yang belum dewasa adalah

kebalikan dari ciri-ciri orang dewasa sebagaimana tersebut di atas. Khusus

7 Dikutip oleh Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata
Islam), Edisi Revisi, (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
1993), hal. 1.

® Departemen Agama R1, 4/ Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : CV Al Waah, 1989),
hal. 115.
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mengenai batasan umur, secara konkrit A/ Qur’an dan As Sunnah tidak
memberikan ketentuan yang jelas.

Indonesia, telah berhasil membuat suatu buku yang memuat seperangkat
aturan hukum yang berdasarkan Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991, tepatnya pada
tanggal 10 juni 1991 yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam, yang
kemudian dijadikan sebagai acuan bagi setiap hakim khususnya hakim pengadilan
Agama. Kompilasi Hukum Islam ini memuat atau merupakan rangkuman intisari
yang dikutip dari berbagai kitab-kitab figh.

Pengertian anak menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah
anak yang belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah dan
karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri (Pasal 98). Ketentuan ini berlaku
sepanjang si anak tidak mempunyai cacat fisik maupun mental atau belum pernah
melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, segala perbuatan hukum oleh si
anak diwakili oleh orang tuanya; baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Dalam hal kedua orang tuanya tidak mampu menunaikan kewajiban tersebut;

maka pengadilan Agama untuk menunjuk seseorang kerabat terdekat

melaksanakannya. ?

C. Pengertian Anak Nakal Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997
Pengertian Anak Nakal Dalam Undang-Undang Mengenai pengertian anak
dalam Undang-Undang Pengadilan Anak (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997)

dirumuskan dalam pasal 1 (2) yaitu : "Bahwa anak adalah orang yang dalam

® Muhammad Mahfud, Sidik Tono dan Dadan Muttagien, Peradilan Agama dan
Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta : Bagian Penerbit Fakultas
Hukum UII Pers, 1993), hal. 22.
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perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin". 19 yadi anak
dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas)
tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin dan kemudian cerai.
Apabila si anak terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena
perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa; walaupun umurnya belum

genap 18 tahun.

Khusus pengertian tentang Anak Nakal terdapat pada ayat (2) pasal 1
Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997, yaitu : "anak yang melakukan tindak
pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak,
baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang

hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan". n

. Sebab-Sebab Kenakalan Anak

Masyarakat merupakan kelompok manusia yang sudah cukup lama
mengadakan hubungan sosial dalam kehidupan bersama dengan diliputi oleh
struktur dan sistem yang mengatur kehidupan bersama serta adanya solidaritas
dan kebudayaan di antara mereka. Di dalam kehidupan masyarakat biasanya
terjadi hubungan sosial secara timbal balik diantara individu dengan individu yang
masing-masing memiliki kesadaran dan pengertian tersebut tercemin dalam sifat
kehidupan mereka satu sama lain merasa saling tergantung. Memang dalam

kehidupan sehari-hari ternyata jarang sekali seorang individu yang mampu

10 Darwan Prints, Op .Cit., hal. 128
" Ibid.
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memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Agar dapat menjalin hubungan dengan
baik antara individu di masyarakat maka peranan rasa setia kawan (solidaritas
sosial) sangat dibutuhkan, sebab kesadaran inilah yang dapat membuat kehidupan
masyarakat menjadi aman dan tenteram.

Dalam kenyataan sering terjadi hubungan individu dengan individu atau
hubungan individu dengan kelompok mengalami ketegangan disebabkan terdapat
seseorang anggota kelompok di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
mengganggu orang lain. Pelanggaran hak orang lain di dalam masyarakat sering
dilakukan oleh anak home dan remaja, dan perbuatan tersebut jelas menimbulkan
l;eresahan sosial sehingga kehidupan masyarakat tidak harmonis lagi dan jika
ditinjau secara yuridis formal ternyata perbuatan anak remaja tersebut
bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kelakuan anak remaja tersebut
melawan norma sosial dan bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku
biasanya disebut kenakalan remaja atau Juvenile delinquency.

Kenakalan remaja yang sering terjadi di dalam masyarakat bukanlah suatu
keadaan yang berdiri sendiri. Kenakalan remaja tersebut timbul karena adanya

beberapa sebab. Di antara yang menyebabkan terjadinya kenakalan anak remaja

adalah :
]. Broken Home dan Quasi Broken Home

"Kenakalan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada
broken home, akan tetapi dalam masyarakat modern sering terjadi pula
suatu gejala adanya "broken horfie semu" (quasi broken home) ialah, kedua
orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing- masing anggota keluarga
(ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua
tidak sempat membenl.(ap perhatlannya terhadap pendidikan anak-
anaknya. Dalam kaitan ini Bimo Walgito menjabarkan lebih jelas lagi
bahwa : "Tidak jarang orang tua tidak dapat bertemy dengan anak-




19

anaknya. Coba bayangkan orang tua kembali dari kerja, anak-anak sudah
bermain di luar; anak pulang orang tua sudah pergi lagi, orang tua datang
anak-anak sudah tidur, dan seterusnya. Keadaan yang semacam ini sudah
jelas tidak menguntungkan perkembangan anak. Dalam situasi keluarga
yang demikian anak muda mengalami frustasi, mengalami konflik-konflik
psikologis, sehingga keadaan ini juga dapat mudah mendorong anak

menjadi delinkuen". '*

Baik broken home maupun quasi broken home dapat menimbulkan
ketidakharmonisan dalam keluarga atau disintegrasi sehingga keadaan
tersebut memberikan pengaruh yang kurang menguntungkan terhadap
perkembangan anak. Sedangkan dalam kenyataan menunjukkan bahwa
anak-anak remaja yang melakukan kejahatan karena di dalam keluarga
terjadi disintegrasi.

. Pengaruh Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Masyarakat
Industri.

Memang kita mengakui bahwa adanya kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi membawa dampak positif bagi kehidupan dan
perkembangan dalam masyarakat kita. Namun pada sisi lain, harus diakui
pula bahwa dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang

berkembang pada saat ini telah memunculkan dampak negatif berupa

berbagai permasalahan sosial yang kompleks seperti; sendi-sendi
kehidupan bermasyarakat yang menjadi rapuh.

Dengan kata lain, persoalan yang melingkupi dunia anak-anak dan
mengantarkannya sebagai kriminalitas (perkelahian, penganiayaan,
pengompasan, minum-minuman keras, obat-obatan terlarang,

pencurian,

12 gudarsono, Kenakalan Remaja, (Jakarta : PT Rineka Cipta, Cet. IV, 2004 ), hal. 125
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pembunuhan, perkosaan dan lain-lain) tersebut ada kaitannya. Apa yang
diaktivitaskan tidaklah independen, tidak semata hasil kreasi atau produk
intelektual dan kemauan-kemauan sejati, melainkan karena pressure
kekuatan lain yang begitu dahsyat, yang memaksa dunia sarat orientasi,
alternatif, dan gesekan-gesekan yang merangsang psikologi untuk
mengidentifikasi.

Anak-anak teriklimkan oleh kebebasan menentukan dan merebut
piliban, merefleksikan egoismenya tanpa dukungan krisis keteladanan
yang bijak, terabaikan dari arahan yang bermoral dan berbobot spiritual.
Anak-anak dibiarkan merangkak sendiri membangun ambiguitas dan
nafsunya serta menciptakan kultur sesuai dengan disain kemauanya
sendiri. Bereksperimen terhadap gaya hidup dan menvariasikan pergaulan.
Sementara mereka tidak diberikan rujukan yang bersifat penyelamatan jati

diri, bahkan dijauhkan nurani dan psikologi dari belaian moral dan

spiritual.

"Memang, pada mulanya tindakan-tindakan eksperimental mereka
itu bersifat netral, "onschuldig", seperti main-main; sebab didorong oleh
main coba-coba dan rasa ingin tahu . Juga diburu oleh nafsu menonjol kan
diri, sebab anak yang terpojok dan dilupakan oleh masyarakat. Misalnya
blue Film, adegan-adegan sadistis, buku bacaan a moral atau melihat
dengan mata kepala sendiri tingkah laku orang dewasa yang asusila dan
kriminal. Pola-pola tingkah laku yang buruk dari orang dewasa tadi dioper
oleh anak menjadi kebiasan yang menetap. Lalu beroperasailah gang-gang
anak berandalan pemuda aspalan ini menyebarkan terror dan bencana dj

tengah lingkungan”. 13

13 K artono Kartini, Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan), ( Bandung : PT
Maju, Cet. V, 1995), hal. 226. g : PT Mandar
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Mereka difasilitasi agar bisa hidup senang, dapat menciptakan
komunitas hedonisme dan rekreatif. Tapi mereka tidak diedukasikan
menjadi yang bertanggung jawab, kepedulian sosial berintegritasi moral
tinggi yang bisa menentukan alternatif dengan tepat melalui pertimbangan
mengenai dampak positif dan negatifiya. Mereka akhirnya
tersosialisasikan (terdidik) hanya untuk menggunakan fasilitas itu, maka
jati dirinya yang "dibumperkan". Mereka menjadi "tumbal" dari pagelaran
tawar-tawaran fisial yang artinya mengalienasikan kapabilitas
psikologinya. Mereka semula hanya mentransformasikan dan memberi
fasilitas bisnis, tapi karena kontinuitas sistematik dan variatifnya serangan
(pressure) itu, hingga mereka akhimya terbentuk menjadi pelaku
hedonisme total (pendewaan kesenangan-kesenangan hidup semata tanpa
mempertimbangkan ketentuan moral dan agama). Dan bilamana banyak
tersedia objek yang sesuai dengan tuntutan yang berhasil diadopsi,
dipelajari dan diidentifikasikannya, maka berarti akan banyak kejahatan

dengan modus pemberantasan yang dilakukannya secara akumulatif dan

terstruktur.

"Lingkungan keluarga dan sosial yang patologis yang secara kultur
membentuknya; dinamika globalisasi informasi yang secara in hern
menawarkan krisis dan pemerkosaan jati diri anak-anak serta
menghilangkan kapabilitas kemanusiaannya; kompetisi advertensi dan
bisnis perfilman yang telanjang dari dimensi moral; dan hal-hal lain yang
serupa merupakan embrio mutlak yang menstimulir anak-anak bertindak
laku deviant, seperti nekat melakukan pemerkosaan, pembunuhan dan

lain-lain". **

Modern, (Yogyakarta : PT Sip

14 Apdul Wahid, Islam dan Idealitas Manusia: Dilema gng

pres, 1997), hal. 146. k-anak Buruh dan Wanita




3. Pengaruh Orang Tua

Kriminalitas  atau kejahatan itu bukan merupakan herediter
(bawaan sejak lahir, warisan). Namun dengan tegas bisa dinyatakan,
bahwa tingkah laku kriminal orang tua atau salah satu anggota keluarga
itu memberikan pengaruh yang menular dan infeksius pada lingkungannya.
Anak seorang pencuri biasanya juga akan menjadi pencuri, bukan karena
sifat-sifat pencuri itu yang diwariskan kepada anak-anaknya sebagai ciri-
ciri karakteristik herediter, akan tetapi karena pekerjaan mencuri itu
merupakan satu usaha "home industry" atau "kegiatan rumah tangga",
yang mengkondisionir pola tingkah laku dan sikap hidup para anggota
keluarga tadi. Jadi ada proses kondisionering atau pengkondisian. '°

Pola kriminal ayah, ibu, atau salah seorang anggota keluarga dapat
secara langsung atau tidak langsung mencetak pola kriminal pada anggota-
anggota keluarga lainnya. Sehubungan dengan hal ini, tradisi, sikap hidup,
dan falsafah hidup keluarga itu besar peranannya dalam memodifikasikan
bentuk tingkah laku setiap anggota keluarga tadi. Pokoknya, tingkah laku
kriminal orang tua itu mudah sekali menular pada anak-anaknya; terutama
mudah sekali ditransmisikan atau dioperkan kepada puber dan adolescens
yang belum stabil jiwanya, karena mereka tengah mengalami banyak

konflik batin dan kebingungan. ¢

15 K artono Kartini, Op. Cit., 224.
16 /bid,, hal. 224.




Pengaruh luar lainnya ikut menstimulir tingkah laku kriminal ialah

teman-teman sebaya yang mempunyai kecenderungan tindak kriminal.

E. Kenakalan Anak Sebagai Problem Sosial

Suatu perbuatan itu disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan
tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat dimana ia

hidup, suatu perbuatan yang anti sosial di mana di dalamnya terkandung unsur-

unsur anti normatif.

Menurut Munandar Soelaiman, dalam bukunya yang berjudul "IImu
Sosial Dasar", ditegaskan bahwa segala sesuatu yang menyangkut kepentingan

umum adalah masalah sosial. '®

" Juvenile delinquency (kenakalan remaja atau anak) bukan hanya
perbuatan anak yang melawan hukum semata akan tetapi juga termasuk di
dalamnya perbuatan yang melanggar norma masyarakat. Dewasa ini sering terjadi
seorang anak digolongkan sebagai delinkuen jika pada anak tersebut nampak
kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang sangat memuncak sehingga
perbuatan-perbuatan  tersebut menimbulkan ~ gangguan-gangguan  terhadap
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, misalnya pencurian
embunuhan, penganiayaan pemerasan, penipuan penggelapan dan gelan dangaI;
serta perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan

meresahkan masyarakat". :

Perbuatan anak-anak muda yang nyata-nyata bersifat melawan hukum dan
anti sosial tersebut pada dasarnya tidak disukai oleh masyarakat, disebut juga
problem sosial . Jadi pada dasarnya problema-problema sosial menyangkut nilai-
nilai sosial dan moral, oleh karena menyangkut tata kelakuan yang a moral,

berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Maka problema-problema sosial

17 Ibid, hal. 125.
18 )1, Munandar Soelaiman, /imu Sosial Dasar, (Bandung : PT Eresco, Cet. VIIJ 1995)

hal. 6.
19 gudarsono, Op. Cit., hal. 115.




tidak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat
mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. %°

Problema-problema sosial yang berwujud kenakalan tentu timbul dan
dialami sebagaian besar kelompok sosial, dan fenomena tadi akan menjadi pusat
perhatian sebagian besar anggota-anggota masyarakat untuk mendapatkan jalan
yang paling efektif di dalam mengatasi baik secara preventif maupun repressif.

Pada garis besarnya masalah-masalah sosial yang timbul karena
perbuatan-perbuatan anak remaja dirasa sangat mengganggu kehidupan
masyarakat baik di kota maupun di pelosok desa. Akibatnya sangat memilukan,
kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan sebagian
anggota-anggotanya menjadi merasa terancam hidupnya. Problem tadi pada
hakekatnya menjadi tanggung jawab bersama di dalam kelompok. Hal ini bukan
berarti masyarakat harus membenci anak delinkuen atau mengucilkannya akan
tetapi justru harus sebaliknya. Masyarakat dituntut secara moral agar mampu
mengubah anak-anak delinkuen menjadi anak yang shaleh, paling tidak mereka
dapat dikembalikan dalam kondisi equilibrium.*'

Keresahan dan perasaan terancam pasti menjadi sebab kenakalan-
kenakalan yang dilakukan anak remaja pada umumnya:

1. "Berupa ancaman terhadap hak milik orang lain yang berupa benda seperti
pencurian, penipuan, dan penggelapan. )
2. Berupa ancaman terhadap kesela'matan Jiwa orang lain seperti,
pembunuhan, penganiayaan yang menimbulkan matinya orang lain.

3. Perbuatan-perbuatan ringan, seperti pertengkaran sesama anak, minum-
minuman keras, bergadang atau berkeliaran sampai larut malam", 22

20 rpid, hal. 115.
21 1pid, hal., 116.
2 Ibid.
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Problema sosial tersebut secara esnsensial bukan sekedar ak
merupakan

tanggung jawab para orang tua atau wali atau orang tua asuh di rumah, pemuka-
pemuka masyarakat dan pemerintahan semata, akan tetapi masalah-masalah
tersebut menjadi tanggung jawab para anak remaja sendiri untuk ditanggulangi
jadi dihindari demi kelangsungan hidup masa depan mereka. Dalam beberapa hal
akan timbul kesulitan yang asasi untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab akan

tetapi secara sosiologis ikut bertanggung jawab untuk mengatasi problema sosial

akan timbul dengan sendirinya karena adanya unsur solidaritas (sense of
)

solidarity) yang kuat dari mereka terhadap masyarakat. 2

Unsur solidaritas merupakan pen. ikat u i

karena itu setiap individu di dalgm magyar%lklkat hﬁin?m?ﬁygl?:gzr akuit > oleh
anak remaja. Solidaritas atau setia kawan timbul karena kesadaran bahas anak-
merupakan satu kesatuan. Solidaritas sosial memiliki peranan ent‘iv 2 mereka
proses interaksi sosial. Berkaitan dengan besarnya peranan setia kﬁwannﬁi i
masyarakat membuat individu merasa tidak dapat hidup sendiri tanpa dalam
Anak-anak remaja dapat dikatakan memiliki rasa solidaritas di dalanli ggﬁxﬁt

harus mengeqalz{?n sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan menurut syara

atau orang lain".

Kecakapan Anak Dalam Bertindak Hukum

Faktor utama adanya kecakapan melakukan perbuatan hukum adalah

tamy# yang mencakup umur (7 tahun) dan akal yang mampu membedakan antara

satu hal dari hal yang lain dalam tahapan hidup manusia setelah tamyz sampai

balig hingga mengakhiri hidupnya, Faktor akallah yang menentukan kualitas
i

kecakapan perbuatan hukum itu.

-

3 Ibid. .
24 [smail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1992), hal
, hal.

Op. Cit,, hal. 17.

153. ;
25 Apmad Azhar Basiit




Perbedaan kekuatan akal dalam tahapan hidup manusia menentukan
sempurna dan tak sempurnanya kecakapan itu. Akal yang belum sempurn
menimbulkan kecakapan tak sempurna dan akal yang sempurna menimbllzl‘lkajll
kecakapan yang sempurna pula. Dengan demikian, orang sakit ingatan sama
hukumnya dengan anak-anak sebelum famyz, tidak mempunyai kecakapan untuk

melakukan perbuatan hukum, dan apabila berkepentingan untuk mel
akukan

perbuatan , dilaksanakan oleh walinya. 26
Anak-anak dalam masa tamyz sampai balig dipandang mempunyai
yai
kecakapan tak sempurna melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Kecak tak
. apan

sempurna hanya membenarkan tindakan-tindak
- an hukum
yang akan

mendatangkan keuntungan saja. Tindakan-tindakan yang merugikan tidak

dibenarkan. Tindakan-tindakan yang mengandung dua kemungkinan yai
yaitu

kemungkinan mendatangkan keuntungan dan kemungkinan mengakibatk:
atkan

kerugian, dapat dibenarkan apabila tanpa ijin walinya. 7
Orang yang sudah balig dipandang telah mempunyai pertimbangan piki

yang sempurna. Oleh karena itu dia dipandang mempunyai kecaka
pan yang

sempurna untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Ia dapat melakuk
. e an

tindakan-tindakan tanpa tergantung pada adanya ijin orang lain, 2

"Kecakapan sempurna yang di miliki oran . .
pada adanya pertimbangan akal yang Sempumag: yaélfkﬁaﬁ;)da;lg itu dite!(ankan
tahun yang dilaluinya (kurang lebih 15 tahun). Oleh karena umur, .blla.ngan
mempertimbangkan kembali ketentuan kecakapan ini sebab ada:tu’ kita dapat
dalam lingkungan tertentu, banyak orang yang telah mencapai um kemungkinan
pertimbangan akalnya, dalam hal ini turl:lra lBal;E; t:let?(;l)i

ide

belum cukup sempurna
untuk membedakan antara dua pengertian, yaitu balig yang dititkberatk
ratkan pada

2 ypid., hal. 18.

27 Ibid.
28 rpid, hal. 19.




bilangan umur dan rasyid (dewasa) yang dititikberatkan pada kematangan
pertimbangan akal.

Akan lebih tepat kiranya apabila ketentuan kedewasaan itu tidak hanya
dibatasi umur 15 tahun, umur seseorang mencapai umur masa balig, tetapi juga
mengikut sertakan faktor rasyid (kematangan pertimbangan akal), untuk
menentukan kapan seorang dipandang matang, dipandang rasyid, dapat diadakan
penelitian terhadap orang-orang antara umur 15 dan 25 tahun, kemudian diambil
rata-rata, kapan pada umumnya orang dipandang rasyid itu, mungkin akan
ditemukan angka umur 19, 20 atau 21 tahun, yang kemudian menjadi pedoman
untuk menetukan batas umur rasyid tersebut. Dengan demikian, apabila ada yang
menentukan batas umur 21 tahun misalnya untuk menentukan orang dipandang
cakap melakukan perbuatan hukum, tidak bertentangan dengan ketentuan syariat

Islam". %

-

» tpid,, hal. 20-




BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA ANAK

A. Pidana Anak Menurut Perspektif Hukum Positif

1.

Jakarta, Cet. 11, 197
2 Muladi dan ar

Alumni, Cet. 11, 199

Pengertian Pidana Anak

hal yang "dipidanakan®,
dilimpahkan ke

dirasakann

beberapa pendapat

Hukum pidana adalah peraturan hukum pidana. Kata pidana berarti
yaitu yang oleh instansi yang berkuasa
pada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak
ya dan juga hal yang tidak sehari hari dilimpahkan. :

Untuk memberi gambaran yang lebih luas berikut ini dikemukakan

atau definisi tentang pidana menurut 2 (dua) Ahli h

sebagai berikut:

1.

Sudarto:

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang
sengaja

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuh
menuhi

syarat-syarat tertentu.

Roeslan Saleh:
pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestap
dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. >

| Wirojono prodjodikoro 4sas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung : PT
’ g : PT Eresco

9), hal. 1

d.a Nawawi A Teori-teori dan Kebijakan Pi
n Pidana, (Band
’ ung : PT

g), hal. 2-

38
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Dari 2 isi

t:

1. Pidana itu i
1 pada hakikatnya merupakan suatu peng
enaan i
pendentaan

angkarl.

2. Pidan i i i
y g

mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

3. Pidana itu dikenakan
kepada seseoran:
g yang telah melakukan ti
an tindak

pidana menurut Undang-undang yang berlaku 3

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-undan
-un
g Hukum

Positif antara lain :
1. Menurut Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 tah
un 1997 yan
g

ak

dimaksud an
mencapai umur 8 (delapan) tahun teta i
pi belum mencapai
pai umur 18

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin 4

5. Menurut Undang-undang KUHP i
yang dimaksud anak
adalah oran
4

yang belum cukup umur (minderjarig) k
arena melakukan
perbuatan

yang sebelum umur enam belas tahun. 5
Jadi yang dimaksud pidana anak menurut Hukum Positif
ositif adalah

anak yang belum cukup umur yang melakukan
a atau

nesia, (Bandung : PT Citra Aditya, 1997), hal
? , hal., 2-3.

kum Anak Indo.
Hukum Pidana, (Jakarta : PT Bumi
i Aksara, Cet XX

3 lbld-, hal' 4.
Hu
ng-undang

4 Darwan Prinst,
5 Moeljanto,
1999), hal. 22-

Kitab Unda
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anak belum cukup umur yang melakukan perbuatan yang dinyatak
an

terlarang baik menurut peraturan perundangan-undangan maupun h

lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Macam-macam Pidana Anak

Menurut Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997

tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP dan membuat

sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok menurut Undang-und
-] ang

Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 (Pasal 23 ayat 2) terdiri dari :

a. Pidana Penjara (maksimum 10 tahun).

b. Pidana Kurungan ;
c. Pidana Denda, atau

d. Pidana pengawasan.
Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun penjara
seumur hidup. Akan tetap pidana penjara bagi anak nakal maksimal 10
puluh) tahun. Jenis pidana baru dalam undang-undang ini, adalah
pidana pengawasan yang tidak ada diatur dalam KUHP.

pidana tambahan bagi an
parang-barang tertentu,

(se

ak nakal, dapat berupa :

a. Perampasan dan / atau
b. Pembayaralt ganti kerugian - 6
Di samping jenis sanksi Pidana berupa pidana dalam hukum

pidana
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Positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya b
) ya agi

anak yang sebelum umur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim da
pat

mengenakan tindakan berupa (lihat Pasal 45 KUHP);

1). Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya,

2). Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah

Dalam hal yang ke-2, anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidik
an
negara yang penyelenggaraannya diatur dalam peraturan pendidikan paksa

(Dwangopvoedingregeling, Sth. 1916 No. 741).

3. Sanksi atau Hukuman Anak

Hukuman jalah suatu penderitaan dan siksaan yang dijatuhk
an

negara terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melanggar Undang

undang.

Dengan demikian hukuman memiliki 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Penderitaan atau siksaan

5 Dijatuhkan oleh negar? ’
Kaitannya dengan Anak Nakal, sanksi atau hukuman merupakan

atikan. Jangan sampai anak menderita atau tersiksa

hal yang harus diperh
atkan sanksi atau hukuman akibat dari kejahatan yang

Karena mendap
ahami bahwa penjatuhan pidana bukan merupakan

gilakukannya. Harus 4P
yang tepat untuk

i akan m
mungkin enghancurkan masa  depannya.

salah satu card memperbaiki dan menginsafkan si anak,

dan malah

C, Latihan Pengantar Hukum Indonesia untuk Perguruan T
an Tinggi,

1c.S. T Kansil, UN
(Jakarta : PT Sinar Grafika, 1993), hal. 278




B. Pidana Anak Menurtd

1. Pengertia

penjatuhan pidana adalah merupakan alternatif terakhir

[tu sebabnya,

setelah melalui berbagai pertimbangan. 8

anlankanml;:il';}):knan bagian dari generasi muda sebagai
cita perjuangan bangsa, yang mimﬁﬂlgempakan potensi dan penerus cita-
.. . peranan strategis dan .
ciri dan sifat khusus, maka dalam pemberlakuan sank _mempuyai
fil}ltamakan sanksi tindakan yang bersifat pembinaan dan sl, Darusiah
g:n dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangal;e%dl.d’kana hal
sogxal secara utuh, selaras dan seimbang. Hal ini ju sik, mental,
yang dikatakan oleh Cesare Beccaria salah seorang t_l)kge;lsenada dengan
pidana yang.beraliran klasik, ia mengatakan bahwa, afasaial am hukum
penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidu utama Car
dan untuk mencegah orang dari melakukan kejahatan” 9 p masyarakat

Wirjono Prodjodikoro, dalam Asas-asas Hukum

"Oleh karena
salah satu sumber daya

Sedang menurut

Pidana Di Indonesia Ia mengatakan bahwa satu-satunya tujuan dari h

ialah mengadakan keselamatan bahagia dan tata tertib dal
am

masyarakat. 10

t Presktif Hukum Islam

n Pidana Anak
Pengertian pidana dalam Figh Islam dikenal dengan istilah "Al

.. Kata indpat" adalah bentuk dact Ka(2 “indyah" yang berart

Jindyat
. 1
perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Di kalangan fuqaha,

perkataan jinéyah perarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut
sama dengan istilah jindyah adalah jarimah, yaitu

8 b . 278.
Jbid., hal 4a Nawawi op. Cit., hal. 29.

9 Muladi dan Ba"
101\&/i1jono prodjodikoro Oz'ih Cit. l;?l 112.1 \ it
ar Basyir isar Figh Jinayah (faiaim Pidana Islam

) 4 (Yogyakarta

ull, 2001) hal. 1.

Fakultas Hukum
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ta'zir.
Kitab Al-Jinadyat dalam figh Islam membicarakan macam-m
-macam
perbuatan pidana (jarimah) dan hukumannya. Al-Mawardi dalam kitab
nya
Al-Ahkam As-Sulténiyyah memberikan definisi jarimah sebagai berikut

“jarimah adalah larangan-larangan syara yang diancam Allah deng
an

hukuman kad atau ta’zir".
Sedang pengertlan anak menurut Hukum Islam antara lain :

g-undang Perkawinan Di

Indonesia dikatakan belum

1. Menurut Undan
:» adalah jika seorang laki-laki atau pria belum |
I

an dari pihak wanita belum

jkatakan belum dewasa atau belum balig Jika :

9 tahun, bagi pria dan wanita, bila sudah bermimpi “ tanda

dewasa -
b. Umur 9 9 tahun un bagi wanita, bila sudah datang bulan (heidl).
bagi pria U5 wanita meskipun belum

c. Umumy2 15 tahun
bermimpl atau datang bulan (ke heidl)".

Jadi yang 4

um cukup umur yan
umur yan melakuk
p yang an perbuatan yang r

9. Menurut M. Said d

" Umm

;maksud pidana anak menurut Hukum Islam

salah ank vel g melakukan suatu tindak pidana |

pelum cukY

atau anak
paik menurut

Al Qur’an maupun Al Hadist.

dinyata_kan terlarﬂnga

nan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Huku
uKum

12 1pid., hal. 1
13 Anonifm, dang-un:T Agﬂ::)l tt ) hal. 8.
Islam Di lndonesla ( aya 4, (Bam andung : Al Ma'arif, Cet. XV1, 1979), hal. 5.
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2. Macam-macam Pidana An sbut dalam nash, teta;
, tetapi

Di dalam Islam huk *k menentuk
annya

ta'zir. Adapun macam-mace
hukumannya

a. "Hukuman mati II
b. Hukuman jilid (dera) :
c. Hukuman kawalan (penja : |
d. Hukuman pengasingarn (a ° '
|
|
|'

e. Hukuman pengucilan (al-;
f Hukuman ancaman (tahdic
da (al-gara

g. Hukuman den
|

3. Sanksi/Hukuman Anak
pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syarfat Islam fi

d-u waz- zajru) dan pengajaran serta pendidikan

Tinjauan
ialah pencegahan (@774

(ahdzib).
{

(al-ishlah wat-
aH A Djazuli dalam bukunya yang berjudul !
!.

Menanggulangi Kejahatan  Dalam Islam)

un gishas tidak dapat dikenakan kepada anak

Figh Jinayah (PO

up

pahwa had M@
arat menjatuhkan had si pelaku harus sudah balig, sedang

kan atau mendidik anak kecil boleh. 16 Karena itu

pada perbuatan maksiat atau tindak

dilakukan anak kecil yang paling tepat menurut H. A Djazuli
1z ﬁ' Karena sankSl ta
lebih bersifat kemaslahatan. 17 Dan

1, lebih ringan dari pada hukuman

i akan

penguasa uintuk menentukannya.
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2. Macam-macam Pidana Anak

Di dalam Islam hukuman bagi anak yang tepat adalah hukum
an

ta'zir. Adapun macam-macam ta'zir adalah sebagai berikut :

a. "Hukuman mati

b. Hukuman jilid (dera)

c. Hukuman kawalan (penjara kurungan)

d. Hukuman pengasingan (at-Tagrib wal-Ib ‘ad)
lan (al-Hajru)

e. Hukuman penguc
f. Hukuman ancaman (tahdid), teguran (tanbik) dan peri
g. Hukuman denda (al-garam ah)". 3 peringatan

3. Sanksi/Hukuman Anak

Tinjauan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syarfat Islam

ialah pencegahan (ar-rad-u waz- zajru) dan pengajaran serta pendidikan

(al-ishla}g wat-tahdzib)-

Di dalam Bukunya

Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi

bahwa had maupunt

menjatuhkan had si pel

pendidikan atad mendidik anak kecil boleh. ' Karena itu

dijatuhkan kepada pe
yang paling tepat menurut H. A Djazuli

H. A Djazuli dalam bukunya yang berjudul
Kejahatan ~ Dalam Islam),

qishas tidak dapat dikenakan kepada anak

dijelaskan
aku harus sudah balig, sedang

kecil, karena syarat
ta'zir persifat
yang dapat

akukan anak kecil
a sanksi taZ¥ lebih ringan dari pada hukuman

sesuatu rbuatan maksiat atau tindak
pidana yang dil

adalah sanksi ta'’z¥r.
itu ta'z# akan

Karen
lebih bersifat kemaslahatan. " Dan

had, disamping
pukuman 1@ 27 menjadi wewenang penguass uintuk menentukannya.

15 arsm‘n
Cet. 8), hal. 198.
et. I1, 1?68A) Diaguli, OP cit., hal 167.

e

1. 167

.Dj
17 1pid., ha
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Jarimah ta'zi ada yang macamnya disebut dalam nash, tetapi

macam hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukann
ya

dan ada yang baik macam jarimah maupun ancaman hukumann
ya

ya kepada penguasa. '
an adalah pencegahan, maka besarnya

diserahkan sepenuhn

Oleh karena tujuan hukum

hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut

tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan

demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman

mikian keadaannya, m
nurut perbedaan pembuatnya, sebab di antara

Bila begitu de aka hukuman dapat berbeda-beda

hukuman ta'zir, M€

terutama
ada yang cukup diberi peringatan dan ada yang cukup

pe:mbuat-pembuat

ahkan di antarany
dak terbatas sebelumnya. Batas masa hukumannya

a ada yang perlu dimasukkan dalam penjara

dijilid. B
an masa yang ti

tukan oleh taubat

hanya diten
alam mel akukan pencegahan terdapat jarim

deng
dan kebaikan dari pembuat sendiri. Boleh

ah tidak ada tindakan lain

jadid
hukuman yang mati, yaitu terhadap orang

perbuat jarimah dan sebagainya, dan dengan

mbiasakaﬂ mem
embuat mendapat balasannya yang setimpal, dan

perbuatannya’
an qihsds dan hudud itu sudah ditentukan, akan

MeskiP
ih di bawah umur tidak diberlakukan, hal
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ini mengingat anak yang di bawah umur itu belum mukallaf. 20 Dalam

Islam, anak yang masih di bawah umur melakukan kejahatan sebagai

a diberlakukan sanksi ta'zir. Artinya bahwa hukuman yang

i bawah umur harus lebih ringan dari pada orang

hukumanny.

diberlakukan oleh anak d

yang sudah dewasa atau mukallaf.

idana Islam, (Jakarta : PT Bulan Bintang, Cet. V,

Mas Hukum P

20 A.hmad Haﬂaﬂ,
1993), hal. 225-




BAB IV

ANALISIS TERHADAP PASAL 23

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG

TINDAK PIDANA ANAK NAKAL MENURUT HUKUM ISLAM

A. Batas Usia Diberlakukannya Sanksi Pidana
g-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997

Dalam Undan
hukuman atau sanksi pidana ada 2 (dua)

tentang batas usia diberlakukannyd

bagian:
1. Untuk anak yang usianya 12 (dua belas) tahun ke bawah, bila melakukan

ndak pldaﬂa seb

- hukumannya adalah diberlakukannya sanksi

suatu ti
atur dalam pasal 26 ayat (3) dan (4)

sebagaimand di

iindakan. Hal ini
Anak Nomort 3 Tahun 1997, yang berbunyi:

Undang-undang peradilan
. - hana yang dimaksud dalam pasal 1 angka
a " Apabila Anaklum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melaklﬂ(gl;n
2 huruf 3 e g Jdiancam pidana mati atau pidana penjara seumur
tipdak pu;inatzrhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan
lEldcilafl)(’arlln s:bagaimana yang dimaksud _dalam pasal 2% ayak (D)
tn
buruf b- Nakal sebagaimana yane dimaksud dalam pasal I angka
b, Apablla An o mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan
2 h aruf a, be onE ridak diancam pidana mati atau tidak diancam
tindak pidana y g hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut
bagaimana yang dimaksud dalam

p%fiana ];in_]:;;hs satu tindakan s€

pas 24!1-
g diatur dalam pasal 24 Undang-undang

¢ : PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal.

136-137.
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2. Anak yang usian
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Nomor 3 Tahun 1997 tersebut adalah:

an kepada Anak Nakal jalah:
tua, wali, atau orang tua asuh;
mengikuti pendidikan,

Peradilan Anak

dapat dijatuhk
alikan kepada orang
an kepada negara untuk

an latihan kerja; atau
c). Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial
kemasyarakatan yang pergerak di bidang pendidikan, pembinaan

dan latihan kerja.
. aksud dalam ayat (1) dapat disgrtai dengan

2). Tindakan sebagaimana dim . .
teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh "
ai 12 (dua belas) tahun hingga 18

ya sudah mencap
pila melakukan suatu tindak pidana maka {!

aro dari hukuman yang diberlakukan

1). "Tindakan yang
a). Mengemb.
b). Menyerahk

(delapan belas) tahut
hukumannya adalah setengah atau 5P
wasa. Hal ini sebagaimana diatur dalam

pasal 26 ayat (1) yang

orang de
dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal

berbunyi: "pidand penjara Yané
bagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf , paling lama 12 |
sebag
ari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang g
y

(satu per dua) d

dewasa".
a sebagaimana tercantum dalam pasal 23

am hukuIﬂanﬂ)’
_undang peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997,

atuhkan kepada Anak Nakal ialah:

pidana de0¢% o
aw ebagaimana dinmksufi dalam ayat (2) terhadap
S - ga dijatuhkan pidana tambahan, berupa 3
pembayaran ganti rugi”. 3 i
|
3
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Di dalam Hukum [slam periode bayi dan anak-anak, semenjak
, en)

lahir sampai i j
pai berumur sekitar 7 (tujuh) tahun dianggap masa anak yan
g

tidak y i i d e
e um

tamyfz". Ketentual usia ini merupakan kesepakatan para
; umur 7 (tujuh)
puan perfikir lemah. Oleh kebanyakan

fuqaha. Sedang

periode tamyZ dari tahun sampai balig, seorang anak
dianggap mempuyai masa kemam

rsebut dibatasi den
mbatasi kedewasaan

ayat 19 (sembilan belas) tahun.

gan usia 15 (lima belas) tahun

fugaha, masa palig t€
u Hanifah M€

(balig) kepada usia 18

mazhab Maliki (tentang pembatasan usia

Pendapat yang terkenal Pada

gan pendapat

Hanaﬁ, dalam
riode tamyZ sampai usia balig)

a tersebut (pe
pertanggung]awaban pidana atas

tetapi i bisa dijatubkan

am Abu Hanifah. 4

kum Pidana Islam", 1a

balig) sama den
" {sas-asas Hu

Menurut Ahmad

menegaskan, bahwa pad2 mas

anak tidak diperk®”

rjanya yane berjudul "Tentang
mbaharuan Hukum Pidana

Bismar S ar, pOSi
: e simposi™
dana” P d 1980, peliau meny atakan antara lain:
dlperhatlkan dalam pemberian

iS maran g rtama’tama pa
an b padaniyah mencapai sasaran
akibat perbuatan

ang
ar
any2 ag yang telah terganggu
lain mewujudkan

pidana l;;g;jman 2
D engem 1can kes@lm}?ﬁanpen gh an tiada
T ertuduh, k&7 by manusi®”
kedamaian K hidoP
- PT Bumi Aksara, Cet. 11, 1992),

g:PT

\_/ m,
— pilsaf® Hul
Barda Nawawi: Bungd Rampai Hukum Pidana, (Bandun

o
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Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam

memberikan atau menjatuhkan pidana maka di dalam konsep Rancangan
yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972

Buku 1 KUHP Nasional

dirumuskan dalam Pasal 2 sebagai berikut:
1). "Maksud tujuan emidanaan jalah: .
@ aksud (U207 ilakukannya tindak pidana demi

1. Untuk mencegah
pengay man negara masyaralfat dan penduduk;
ntuk bimbing 383 ter.pldana b1;18yaf dan menjadi anggota
at yang perbudi paik dan berguna;
masy o jlangkan poda-noda yang

; jdana. . .

o P -dtm::,l:alligak {imaksudkan untuk mfendentakan dan tidak
). Pemidan mere ndahkan martabat manusia.
Buku 1 KUHP Tahunl982/1983, tujun

diakibatkan oleh

hidup berm2Y%, flik yans stimbulkan oleh tindak pidana
an konflik yan mendatangkan rasa damai
memull ! okl .
dalam M35 5 alah kepad? terpidana.
Ke-4 Membebaska“ fas:kzzaskan untuk mend%ritakan dan tidak
. tidak dim n martabat inanusia”-

K ah ada sejak tahun
An ..o AnakK adalah "Parens Patriae",
pent adite? ila anak-anakK membutuhkan
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pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kejahatan bukannya

dipidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan. Begitu juga di

Inggris Juvenile Cour! telah dibentuk dengan undang-undang  tanggal .
5 Juli 1921 dan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1922". 7

Dalam hukum Jslam meskipun perbuatan  kejahatan seperti

unuh, mencuri, merampok, berzina, minum-minuman keras dan

ah diatur dan ditentukan
an had itu, diberlakukan kepada mereka

memb
hukumannya oleh Allah dan

yang lainnya jtu sud

Rasul-Nya, akan tetapi hukum
udah mukallaf tersebut dianggap

yang sudah mukallaf. Karena orang yang s

i kemampuan pe

nuh dan punya kematangan dalam berfikir

sudah memilik
atau rasyid.

pal tindak kejahat@n seperti dalam hal pembunuhan para
at bahwa pembunuh
(berakal, cukup umuf,

Dalam

ma telah sepek
i haruslah mukallaf

yang diterapi hukuman bunuh

alim ula
kemauan sendiri),

mernbllﬂuh
A, Djazuli &2
. Kejahatan Da
idak dapat dike
aku harus sudah balig, sedangkan

dan langsung .
am bukunya yang berjudul Figh Jinayah

lam Islam), dijelaskan bahwa

nakan kepada anak kecil,

si pel
mendidik anak kecil itu boleh. o |
‘ I'

Jangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta:

/ 0. ak arta: PT B o .
inst. OP C;tg;].;idana Hukum Istam (Yogy agian Penerbit
8
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Di Indonesia yang penduduknya mayoritas adalah muslim dimana

Al Qur’an dan
pedoman hidup dan sumber dalam setiap kebijakan hukum, mengapa
g melakukan perbuatan menyimpang (berlaku a moral)

yang begitu berat (pidana).

harus mendekam dalam penjara samp ai
yang melakukan ~perbuatan

tu belum tentu hasil dari pikirannya yané matang, Sangat
banyak faktor yang rnempengaruhiny

ikan pada pab 1

a, hal ini sebagaimand yang telah

menyimpang i
]subd tentang sebab-sebab kenakalan anak.

dudukny2 adalah mayoritas non muslim

qt dan Ingegris, mereka tidak

. pidana kepada anak-anak delinkuen yang telah
orusubel pelanggaran pahkan kejahatan yang
tan yang melawan hukum.

ta adalah perbud
memperhatikan

melakukan berbalg@li

kehidupan anak-anak,

perkernbaIIgan sikolog! an

akuka? suaty perbuatat yang hendak dija
melawall hukum tersebut.
-anakK yang m .

b batasan U5 anak nakal yang

erumul 16 (enam belas)

un sangat s¢
: gari andk P




43

untuk usia anak

elas) tahun. Sedang batasan

lakukan sanksi tindakan mulai dari anak berumur 7

tahun hingga 18 (delapan b

nakal yang diber
a belas) tahun. Hal ini sebagaimana terdapat

(tujuh) tahun hingga 15 (lim
6 ayat (1) KUHP Indonesia, yang

dalam pasal 45 KUHP dan pasal 4

menegaskan bahwa apabila s

mencapai 16 (en2™ b

hukuman pidan
ka yang dewasa.

akukan pada mere

akukannya Sa_[)kSi pida-na’ seseorang dihukum

pidana yang diberl
hal diberl

pila unsur

karena kejahata?- Apa

kesengajaan untuk berbuat jahat tidak ada

tersalah atau kelird atau terlup

Dalam
a. Walaupun

......................
DK

seorang mu’min karena

. menm
arangsmpa ) memerdekakan seorang hamba

1a
n ﬂlf]ah ) serta membayar diat

yang diserahkan

........




kepada keluarganya (st terbunuh itu), kecuali jika mereka
(keluarga terbunuh) persedekat.....-----=- n 1

ula halnya, pembatasan usia tersebut di atas
a suatu kemaslahatan di samping dapat

dimaksudkan untuk terciptany
i terhadap terpidand, tidak merendahkan martabat
tuk membimbing agar terpidana insyaf dan

ana), serta un
menjadi anggota masyarakat yang perbudi baik dan berguna S

up permasyaraka®

Demikian P

dijadikan sebagai koreks

manusia (Si terpid
erta mampu

untuk kembali hid

B. Pertanggungiawaban pidana

penyejajara? kemammlan

dengan anak-anaks apalagi
ang berkepribadian. Apakah

merupakan suatu bem

perilaku (kej
berlatarbelakang sama, 32" .
manusiawl

mengidentiﬁkasinya !
mempefkosa

pemberatan kepada )
. an kep

dengan hukuman yan

tersebut dapat berimbas
. da konseP

menjadi jera, nkapok" yang

pan Terjemah (Semarang - C

adalah sup2
V Al

e

W Il peparteme? Ag
aah, 1989), hal- 135.

A




A

/ D an 44.

g, Isam " "1997): hal. ) .

l WahlPT Si‘;gzi;ﬂ]tgzi}ana [slam; (Jakasta: PT
as

Wanita Modern ( Y
d Hanafl

sadar untuk tidak kembali mengulangi kejahatan yang

kemudian menjadi

pernah diperbuatnya-

" Ada beberapd contoh
ighatan susila (pemerko

bawah umur. Di antaranya K€J
memiriskan hati, yaity ccorang bocah Y27 mas
SD telah berbuat cabul kepada salah seorang anak perempuan yang usianya
masih di bawah 8 (delapan) un. Kemudian dalam surat kabar harian
Surabaya Post tangg 23 Oktober 1994 diberitakan adanya seorang bocah
kelas IV SD yang ditd - omperkosa £ad1% ingusan berumur © (enam)
tahun. Selanjutnya Kasus yang memiriskan tersebut dianggap sejajar saja
kualitasnya dengan perkosaan yang 'lak;;klgfn ;);ehd!calangan ;r::ﬁ_ dgwasa’
. . . M en aIl
dan dinilai beres (setimP kal;:ner:letuk y2 <man maksim 2 taﬁun
ak sudah diredusir

ketentuan pas KUHP yang ntukat DY :
penjara. Bgru pada tatagan demikian saja, jat1 diri anak-an

dan "dikorbankan -
gjaw aban pidana dalam syariat Islam

pembebasan seseorans deng
dengad kemauan sendiri,

perbuatan) yang dikerj akannya

1. "Adany2 perbtt tan
aual :

dianggaP oleh syarfat atau

at itU merupakan faktor yang

anusio- pilema Anak-anak Buruh Dan

as M

Bulan Bintang, Cet. V,

13 Ahma

1993), hal. 159-
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mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana, namun diperlakukan 2
yang kalau salah satu syarat tidak ada, maka

gun gjawaban pidana. Dua syarat tersebut yaitu :

(dua) syarat bersama-samé
tidak ada pertang
1. Idrak (mengetahul)

2. [Ikhtiar (pilihan)- 14
a tergantung kepada adanya

maka pertanggungjawaban tersebut dapat

bertingkat, menurut tingkatal

dalam bukunya AS33
seseorang pembuat (yang melak
da Nabi SAW: "perbuatan—perbuatan
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Artinya : "H i
. "Humaidiy = Sufyan = Yahya Bin Su’id Al
. : ] Anshari. Muh
g!n llglahlm At Tami1y — Al Qamah Bin Wagqas Al Laitsir —;a-TJ[IIll‘lad
in Khattab RA. 1a berkata Saya mendengar Rasulullah SA$
tergantung pada piat, dan
16

B.ersz.abda « Segala perbuatant itu
disetiap orang akan mampy meperoleh apa yang diniatkan..."
cbut, maka Syariat Islam tidak melihat

ta, ketika menentukan  adanya

a semata’ma

kepada perbuatan pidan
pertanggung] awaban pidana, melainkan kepada niatan si pembuat juga-
Perbuatan yang melawanl hukum ada kalany2 disengaja

perkataan

ada kalany

atau kekelirt

q karend kekeliruan atau dengan
an (kealpaan). Kemudian sengaja

ang direncanakan

(direncanakan) dan

lain ada kalany2 sengdjd
dan biasa. :

dibagikan menjadi dua, yaitt sengaj? y
itu kekelirual

kekeliruan dibag! menjad’

engall sempurna tentang dilarangnya
kalau ia mengetahul )
. gdak mengetahul {entang larangad tersebut

Ka]au 12
a0 i us dari padanya.
maka perta’® 2 ;
p ggun s kP engal kemungklnan mengetahui. Jadi
eng® !
y dan berakal pula, sedang i3 mendapat
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k .
esempatan untuk mengetahm perbuatan-perbuatan yang terlarang baginya,

neliti (mempelajari) pas-nas yang menyatakan

baik dengan jalan M€
pandai (ahluzdzikri),

kepada orang-orang

keharaman, atau jalan bertanyd

diharapkan dan ia tidak eralasan tidak 2% Oleh karena itu para fugaha
negeri Islam tidak dapat diterima

mengatakan sebagai perikut : "di dalam
alasan tidak mengetahui ketentuall pukum ” '®
Seorang mukallaf dianggaP mengetahui undang-undang (hukum)
pukan dengan adanya

(hukum) yang melar

meskipun kebanyaka?
ui ity sedikit-5° :
(hukurm benar-benar;

ataupun hany2 meng®
.y andang¥®
g ada- Menget2™ dene

mengetahui ya#
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ut bukan pengecualian merupakan

Pemaafan terhadap orang-orang terseb

ebut, yang melarang penghukuman terhadap

penetapan aturan pokok ters
sehingga pengetahuan tersebut

orang tidak mengetahui larangan,
g keadaannya seperti tersebut di atas tidak

ya. Orang—orang yan
pula mengetahui hukum-hukum

diperolehn

mudah mengetahui dan tidak dianggaP

nTidak tahu tentang arti makna (pengertian) sesuatu undang-
undang ituTlsendir‘ dan dukan dipersamakan dengan }ldalg tahu bunyi
undang-undan itu’ sendiri, dudukanny2 adalah sama (artly2 tidak terima).
£ & noatakad bunyl sesuatu undang-undang tidak berisi
kalau 78 & undang lainnya memperbolehkan perbuatan
an benarmya ‘larang, ™ a ketidaktahuanny? terhadap arti yang
Zebf aiz enary* . = sesuatt undang-un! . ‘dakmtmegﬁgag“s‘(an

narnya . Jana ari padanyad; ini menurut 1S ukum
Pertanggung]awaban piaa o 21
positif sekarang disebut "~ ®

syarfat. 20

g
Hal

Penanggungia‘”aba“

a. Perbuatan it sendir!

ang perkenaan dengan diri si

keadad? y
gjawaban pidana adalah

; pertangg‘m
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Pada masing-masing perkara ini pembuat melakukan perbuatan

an seharusny? dijatuhkan hukuman, akan tetapi

yang dilarang syard d
ari hukuman, karena adanya hal-hal yang

menghapuskannya d
uat, bukan pada P
aan dirl pembuat
g, karena dasar kebol

hukum syara
erbuatan itu sendiri. Jadi dasar

terdapat pada diri pemb
uman adalah kead

dan hal ini berbeda

pembebasan huk
ehan ialah

dengan kebolehan perbuatal yang dilara!
adanya sifat pad2 perbuatafl yang mengakibatkan tidak dilarang. 24
pada  huku® positif hal-hal ~ Y2n8 menghapuskan
pel‘tanggungjawaban pidand tersebut tidak dipisah-pisahkan Kkarena
kesemuanya dimas an dala® pal-hal ¥a& menghapuskan hukuman,
tanpa melibat apakah da perbuatwﬂ-Pefbu*"ﬁa'n yang dikerjakan hal-hal
tersebut dibolehka” tidak dijatohi " an, ataukeb perouZiay
dilarang tapi P€ puatan  tidak dijatuhi

perbuatan te

hukuman. 25
an keadaal d

Berken




51

ah = Hammad = [brahim
an dari tiga orang jalah dari
ari orang tidur sehingga bangun,

dari kebijaksanaan kriminal (criminal policy), tingkah

Ditinjau

laku menyimpang si

sama dengan orang yang dewasa-

C. Macam-macam Sanksi
g-undang R.I. Nomor 3 tahun 1997

pada anak nakal ialah pokok

al 120 .
asa. Apabila anak nakal sebagaimana

diancam denga? pi
anak 165

yang dapat dis@

n NGs ali (Semarang . CV Asy Syifa, Jilid.
1997),

. ha
Arifi dkks g ' IndoﬂeSi"' (Banduﬂg . pT Mandar Maju,
¢ Aditya Bakti, 1997), hal.

6 BeY
2 Al Ustad g Di ‘
anduﬂg:PT Citra
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um
ur 12 tahun melakukan tindakan pidana yang diancam pidana mati atau

penjara seumur hidup

terhadap anak nakal tersebut hanyad dapat  dij

sebagimana di
ndak pidana yang tidak diancam tindak pidana mati atau
anak nakal

12 tahun melakukan ti
maka terhadap

tidak diancam pidana penjara geumur hidup;
alah satu tind

al 26 ayat | sampal 4. Undan

tersebut dijatuhkan s

Pasal 24 (Pas
g peradila? Anak)-

tentang Undang—undtlrl




53

hukuman terletak pada

rhukum harus diberlakukan, yaitu

peraturan mengenai cara-caranya si te

seorang yang dapat pidana kurungan:
o1 19 KUHP).Pidana kurungan

1. "Pekerjaan harus lebih rin
harus dilaksanakan an dalam w1 ah pertempat tinggal terhukum (Pasal
21 KUHP). _
2. Orang Hy;ng dija . kurungal dengan biayd sendiri sekedar
nderi an menurut peraturan tata tertib rumah
n 3

meringankan P€
penjara dan lain S

Mengenai pidand d

aka dlgantl dengan wajib latihan ketja.

ing lama 90 (sembilan
dari 4 (empat) jam

peradilan Anak Nakal Nomor

sebagaiman? m .
. 2 (dv?)
o 2 huruf & dijatuhkan pidana

Jalam ayat 1> maka anak tersebut

sebagaima\lla d .
- ana dlmaks .
aksa dan pimbingan pemblmbing

ndoneSia, Y ogyakarta : PT Liberity,.

ml’engamar

30
Hartono 3.
Cet. 111, 1999), bak 148 p. cit- 1

31 Darw Pflns

A
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kemasyarakatan. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan

diatur lebih ]anjut dengan

RI tentang Peradilan An

peraturan pemerintah (Pasal

pidana pengawasan
ak Nakal Nomor 3

30 ayat 1, 2, 3) Undang-undang

Tahun 1997. >
i dimaksud dalam pasal 23

"Tentang pidand tambah an ‘
ayat (3), yang dimaksud dengan perampasal barang-barang !ertentu, yaitu
barang-barang yang ada utnya dengal kejahatan yang
i misalnya seorang Y : X
zgga;ikﬂeﬂzg s‘ﬁour:;;li am hal ini alat-alat (s&elpertl t;nhfl:fm cetak,
e t diperintahkan um

klise-klise dan lain-laln%ya) serta karyanya dapat dIpe
disita dan dihancurkan".

i rugi yang dijatuhkan sebagai

g jawab dari orang tud atau orang

pidana tambahan merupaka? tanggu?
sanksi tersebut di atas, perlu kiranya

bul Konvensi Hak-hak Anak

an-perkembangan anak

tentang: ] mbang
: JemikKi®” :lf dapa sumbuh dan berkembang
a af e kasih sayang dan penuh

any2
an keluafg an fisik dan mental

tang
"ml.lgm;n zecara khusus termas




55

anak dilakukan dengan tetap memperhatikan pentingnya
jap bangsa sejauh

nilai tradisi cultural dari seti
dan perkembangan anak secara

3. Perlindungan
peranan nilai-

menyangkut perlindungan
harmonis". >*
Dalam hukum Islam, macam-macam sanksi yang terdapat dalam
97 (pidana penjara,

Nomor 3 tahun 19

Undang-undang peradilan Anak

rmasuk hukuman ta'zir, di mana macam-

ganti rugi) té
Al Qur'an dan A

diatur dalam

barang tertentu dan
| Hadits. Itu

anksi tersebut ti
bijaksanaan

macam S

semua merupaka? ke
1a'zir adalah jenis ata!
. oan akal sehat dan keyakinan

dan rncninwulkan rasa keadilan.

ewlljUdkan
ada setiap maksiat pelanggaran

menjamin ras? il erahkan kebijaksanaan akal
. an pen
g sifat d Gm yane didas

(a'z& dis
arkan pada rasa

umat. Yan

sehat, Keyakind?
iberlakukan pada

; pidana Y28 d

tahun adalah tergolong anak yang

telah penyusunl
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a nakal yang masih berumur 12, 13, 14,

pidana tersebut diberlakukan pad

15 tahun, jelas hal itu sangat menyiksa jiwa, Hukuman itu akan menjadi

a bukan sasaran kemaslahatan yang

gitu berat sehingg
uar dari hukuman

beban yang be
tersebut, akan tetapi anak akan

diperoleh setelah anak kel

an lebib dari itw,
pasnya anak dari

dak menutup Kemungkinan sele

bisa menumbuhkan rasa dendam,

menjadi benci d

sehingga ti
an tindak pelanggaran—

akan kembali bru
an kejah?
pamun

Meskipun 4 i dalem

hukum [slam itV diperbolehkan,

gan KarakteristiK ajaran Islam.

pelanggaran d

tidak boleh melang

Adapun karakteristik ajaral

. Tidak memberatkan-

{kan beba™
ahatan umum.

,atan 428 kemas!

ngkan kernanf

. Lebih memenﬁ

. Menyediki

a keadilan-




57

15 (lima belas) tahun- Akan tetapi sanksi pukuman tersebut akan lebih
ya kepada anak n
an belas) tahun. Karena

pelas) tahun sudah digolongkan

akal yang usianya 16 (enam

tepat apabila diberlakukann
anak umurnya 16

belas), tahun sampai 18 (delap

etehgah dari

anak yang tel
iberlakukan hanya S

belum sempurna. It sebabny2 pukuman d

hukumat yang di




A, .
Kesimpulan
Dari
pembahasan da pulan antara Jain:
3 Tahun 1997 tentang

pat ditarik kesim
nak Nomof
da dua bagian:

g peradilan A
al ini dibagi kepa

1.
Dalam Undang-unda®
ada anak nak

e pawah, bila mel

tahun K akukan

a. Untuk anak yan& usi
a adalah diberlakukany?a

suatu tindak pidan?
asal 24 Undang-undang

tindakan sebagaimana yan
—
Peradil M 1997, 3%

1). Mengembalikan kepad




. Pidana Penjara
. Pidana Kurungan
. Ppidana Dend2

- Pidana Pengawasanl

2) Pidana Tambahat berup?

_ perampasan baret

asih di ba%

leh kesepakat?® fugahe

5) bahkan sampal

golongkan

Pembayaran
ah usia 12 (dua bel

2. Di
Di dalam lslam anak Y28 ™
mereka masih di

15 (lima belas) tahu™
mumayyiz, sedang usta

ha mereka diangg?P su
h K arenanya, bila

memiliki kematanga” daler? b

para fuqa

atau dengan kat? lain rnereka
ih tepat dibefl




dilakukan sudah jelas hukumannya (had dan gishas), akan tetapi hukuman
tidak dijatuhkan kepada mereka yang masih

had dan gishas tersebut
wasaan penub. Demikian pula

berstatus anak yang belum™ memiliki kede

halnya mengenai

sebagaimana dalam pasal 24

1997, juga termasuk hukuman ta'zir-
ak Nakal tidak pertentangal dengan

findakan yang diberlakuk®” pada

hukum Islam.

B.
Saran-Saran
i yang menjad'

Mengingat anak merupake”

s
uatu bangsa maka penyusu?
. ., meng?

1
. Sebagaimana saran seoran

kita menginginka? agar K¢

agama, di mand ketahal®

men ala eng
entang S€& P _ galom kepri

sekali unsur-uns¥’ ag o
ang ™
am?) y ain itW hendaklah

mental yang baik (men s aK tcrsebut-

dcﬂg]“’

berteﬂgkar ’
am dipa”

marah, suka

menurut agam? Isl
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Nakal, agar jangan

2. Ke
pada para Hakim yang khusus menangani kasus Anak

am menjadikan hukuman,

telitilah dengand secermat

t
erlalu cepat gegabah dal
gan membuat anak

muneki .
gkin dan ambillah keputusat sebijak mungkin. Jan
i dendam.

menjadi

me
ndapat hukuman tersebut frustasi dan kecewd karena
1 Ingatlah pahwa anak

m . .
erasa dirinya diperlakukan secard
merupakan gene

3. D
alam usaha menanggulaﬂgi

menyn‘npang ana_k-anak Sekal‘
s, Hubunga® antar

d
engan segala karakterny2 yang

dalam kehidupan manusia mert

Mengingat hakikat pubunga?
ak-anak

tuany?@-

menangani masalah a0
dipisahkan darl orang
dlpertlmbangkan pemlsah

anak secard 5 2

perkembangan dan pe ertum?b puban 2

C,
Kata Penutup

. 4
tas segenap karunia—l‘l)’a pad?
N chasila?
Ya apa yang menjad’ harapa ¥ i
tan anfaat bagl
pa aral suatu apapu” ah
. g gidak .
Kepada segenaP pi g diberikan

S .
Ampaijkan banya_k tefima
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Tuhan
mencatat sebagai

yang ia perbuat.
kekhilafan dan jauh dari

Pen ;
yusunan skripsi ini tidak luput dari

a masih dalam taha

k
esempurnaan, karen
is sangat harapkan

yang si
g tn
sifatnya membanguf penul

ini,
Akhim
" ya penulis perharap dan memohon kepada Allah SWT 283
atiasa d
iberi Petunjuk dan hndayah—Nya kepad2 kita semua- Amin.
Pm-WOkerto, 2 Februari 2005
penulis

ganfu | AnwaL
NIM 98264030
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NOMOR 3 TAHUN 1997
TENTANG

PENGADILAN ANAK

Pasal 23

Anak Nakal jalah pidana pokok dan

(1). p;
. Pld
ana yang dapat dijatuhkan kepada

Pidana tambahan.

na pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal jalah :

4. Pidana Penjara ;

b
. Pidana kurungan ;

c. P
Pidana Denda; atau

d.

Pidana Pengawasan.
ap Anak

ayat (2) terhad

) Se]a' ;
in pidana pokok sebagaimand Jimaksud dalam
Nak
al dapat juga dijatuhkan pidan? \ambahan, berupa perampasan DA’
bal‘an
g tertentu, dan atau pembayararl ganti rugl.

ata cara pembayaran

Ket
ent :
uan mengenai bentuk dan t

ntah

lan;
u
Jut dengan Peraturan Pemerl
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama

Tempat Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Agama/ Kebangsaan
Nikah / Belum Nikah

Alamat

N o Vv AW

Nama Orang tua
A. Ayah

B. Ibu
8. Pendidikan

% Pengalaman kerja

Demikian daftar riwayat hidup penyusun buat denga

- A. SD N Demangsa

Syaiful Anwar
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[slam / Indonesia

Belum Nikah
Demangsari Rt 02 / V1 Ayah, Kebumen

H. Sulaiman
Siti Mujah
ri 11 Ayah, Kebumen
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B. MTs N Rowokele, kebumen 1992 -
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C. SMU N Rowokele I, Kebumen 1995 -
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D. STAIN Purwokerto lulus ujian t

tahun 2005
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